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1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk
menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan
kewenangannya. Dokumen perencanaan pembangunan dimaksud vyaitu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua
puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1
(satu) tahun. Selain itu sesuai dengan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala

Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan RKPD.

Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran
dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis

nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran
tahun kelima periode RPD Tahun 2023 — 2026 yang memuat visi, misi dan
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program Kepala Daerah dimana berisikan tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka

pendanaan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan upaya kesinambungan
pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh
komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang
tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 juga memuat Renja Perangkat
Daerah Tahun 2023 yang merupakan representasi dari Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2023 - 2026 dan RPD Tahun 2023 - 2026. Renja Perangkat
Daerah Tahun 2023 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas
pembangunan tahun 2023, hasil penelaahan hasil reses DPRD, hasil
Musrenbang Desa/Kelurahan , Musrenbang Kecamatan dan disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi

pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 merupakan penjabaran dari
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023- 2026 serta mengacu pada
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang memuat arah
kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana yang tercantum
pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Penjabaran RKPD

dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 1.1
Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2023

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
Program Prioritas Pembangunan
PETEN]

Rencana Kerja, Pendanaan, dan

Prakiraan Maju

RENSTRA

“ PERANGKAT

DAERAH

Penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan secara khusus berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang dilakukan melalui
beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan
awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD,
perumusan rancangan akhir RKPD, pembahasan rancangan akhir oleh seluruh
Perangkat Daerah, fasilitasi Ranperbup RKPD oleh Gubernur dan penetapan
RKPD. Seperti gambar 1.2 :
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Gambar 1.2
Proses Penyusunan RKPD

A

Fasilitasi Ranperbup Forum Kensultasi
RKPD oelh Gubernur Public Ranwal RKPD

\

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan penyusunan RKPD.
Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu:

a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan

tim penyusun RKPD;
b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
c. Penyusunan agenda tim kerja tim penyusun RKPD;

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan SIPD

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan

adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal-hal sebagai berikut :
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;

b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
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c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;

f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;

g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program

strategis nasional;
i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pada rancangan awal penelaahan pokok pokok pikiran DPRD dapat
dilakukan apabila telah masuk ke Bappeda dan Litbang dan untuk penelaahan
terhadap kebijakan pemerintah pada RKP, program strategis nasional dan
Rancangan awal RKPD Propinsi baru sebatas tema dan prioritas, hal tersebut

disebabkan karena materinya yang ada baru sebatas tema dan prioritas.

Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika

paling sedikit sebagai berikut :
1) Pendahuluan
2) Gambaran Umum Kondisi Daerah
3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
4) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
5) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
6) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7) Penutup

Terhadap Rancangan awal dilakukan konsultasi publik untuk mendapat

masukkan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana
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Rancangan Awal vyang disempurnakan tersebut menjadi pedoman

penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD.

Tahap berikutnya adalah penyusunan rancangan RKPD, yang pada
dasarnya adalah penyempurnaan dari dokumen rancangan awal RKPD
berdasarkan saran dan masukan para stakeholder pembangunan melalui
Forum Konsultasi Publik, serta berdasarkan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah yang secara simultan juga disempurnakan sejalan
dengan proses penyusunan rancangan RKPD berdasarkan hasil penelaahan
terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator
kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja PD sesuai dengan
rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten dan
penyelarasan dengan Tema Pembangunan, prioritas dan arah kebijakan

Pemerintah maupun Provinsi.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Rancangan RKPD ini selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RKPD
untuk disempurnakan menjadi rancangan akhir RKPD. Musrenbang RKPD
merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rancangan
RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari musrenbang

kecamatan, Forum OPD dan musrenbang kabupaten.
Perumusan Rancangan Akhir RKPD.

Perumusan Rancangan  Akhir  RKPD  merupakan  proses
penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan
berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan
akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah
untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan
program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam
Rancangan akhir RKPD.
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6. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD
Provinsi ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara

perencanaan di tingkat pusat, propinsi dan daerah.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 disusun untuk mencermati
keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2021 dan
perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2023, serta
mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi
pada tahun 2023. Perpaduan berbagai faktor ini selanjutnya dituangkan
menjadi Tema Pembangunan tahun 2023, yang mewarnai rencana aksi
RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023.

Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD
menggunakan  pendekatan proses vyaitu teknokratik, partisipatif,
politis, top down dan bottom up sedangkan untuk pendekatan
substansi menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan

spasial sebagaimana digunakan dalam penyusunan RKP tahun 2023.
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A. Pendekatan Proses

Gambar 1.3
Pendekatan Proses penyusunan RKPD Tahun 2023

.

Pendekatan |} =
Proses

_

Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi

yang melibatkan pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pendekatan partisipastif dilakukan dengan mengembangkan forum
konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat

dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan
dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tebo sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada
prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana
harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah
memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

Pendekatan top down dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan
dalam RPJMN Tahun 2020 — 2024, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 — 2026
dan RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2005 — 2025.

_ BABIPENDAHULUAN -8
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Pendekatan bottom up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari
desa/kelurahan dan kecamatan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Desa/kelurahan dan Kecamatan

dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Gambar 1.4
Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan

‘‘‘‘‘ =

Gambar 1.5
Bupati dan Perangkat Daerah terkait mendengar aspirasi masyarakat
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B. Pendekatan Substansi

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 juga menggunakan pendekatan
substansi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, sebagaimana yang

digunakan dalam penyusunan RKP 2023.

Gambar 1.6
Pendekatan Substansi Penyusunan RKPD Tahun 2023
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Pendekatan tematik adalah tema — tema yang menjadi prioritas dalam
suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pendekatan holistik penjabaran
tematik dari tema pembangunan kedalam perencanaan dan penganggaran
yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian
kegiatan, pendekatan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan
perencanaan program pemerintah daerah dilihat dari peran perangkat daerah
dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai
sumber pembiayaan dan pendekatan spasial adalah kegiatan pembangunan
yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu sama lain

antara wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan
daerah dan memperkuat pendekatan perencanaan tersebut, Pemerintah
Kabupaten Tebo menerapkan sistem informasi dalam e-p/anning dan e-
budgeting menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)
Kemendagri. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan
penganggaran daerah. Disamping itu, penerapan sistem e-planning bertujuan
untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu
anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar
dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari Musrenbang
Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah,
Musrenbang Kabupaten serta melalui penjaringan aspirasi masyarakat pada
saat anggota DPRD melakukan kegiatan reses di Desa / Kelurahan dan

kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Tebo Tahun
2023 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pembangunan. Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga

kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan

_ BAB | PENDAHULUAN
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oleh seluruh stakeholder pembangunan (pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat) dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia
secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, RKPD Tahun 2023 adalah pedoman bagi seluruh
perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Tahun 2023, serta menjadi bahan dalam proses penyusunan APBD yang dimulai
dari penyusunan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu :

a. Secara Substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok
sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung

jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

b. Secara Normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan
oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai
landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

C. Secara Operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta
Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang

ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

d. Secara Faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan

kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
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Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tebo
adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan
pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah
dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya sebagai
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon

Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tersusunnya RKPD Kabupaten Tebo ini diharapkan dapat mewujudkan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan
keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu
kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan konsisten
untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan

pembangunan daerah.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD
Tahun 2023 Kabupaten Tebo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang termuat dalam Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

_ BAB | PENDAHULUAN
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 136 Tahun 2017);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun
2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
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Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2014 Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan bagian dari
pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem
perencanaan dan penganggaran terpadu (e-planning dan e-budgeting) sebagai
suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai suatu produk perencanaan,
RKPD Tahun 2023 terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya yang
meliputi (1) RPJPD, (2) RPD, (3) Renstra Perangkat Daerah dan (4) Renja
Perangkat Daerah. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen
tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, dimana dokumen
dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen
dengan jangka waktu yang lebih pendek. Selain itu penyusunan RKPD Tahun
2023 juga memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang wilayah yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang RTRW
Kabupaten Tebo Tahun 2013 — 2033.

RKPD Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan

Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana
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Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun
2023.

Selain itu, Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2023 juga merujuk pada
dokumen—dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPD Kabupaten Tebo,
RPIMD Provinsi Jambi dan RPJMN sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017,
penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 juga mengacu pada
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020 - 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jambi Tahun 2021 — 2026.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPIJMD tetap tidak dapat dipisahkan
keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.
RPIJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen
perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah

daerah.
1.3.1 Hubungan RKPD Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023.

Dokumen RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 secara substansi
mengacu pada prioritas RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional
terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas
program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 juga
menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten
Tebo dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung
pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Selain mengacu pada RKP
Tahun 2023, penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 juga
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1.3.2

memperhatikan arah kebijakan kementerian/lembaga yang tercantum
dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun
2020-2024. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun
2023 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan
konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan nasional.
Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Jambi

Wilayah Kabupaten Tebo yang secara administratif berada dalam
wilayah Provinsi Jambi, sangat perlu untuk memperhatikan arah
kebijakan pembangunan Kabupaten Tebo dengan arah kebijakan

pembangunan Provinsi Jambi.

Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jambi Tahun
2023 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Kabupaten dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam mendukung
pelaksanaan agenda pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana tertuang
dalam prioritas pembangunan Tahun 2023 yang disusun sebagai
penjabaran tahun pertama RPIJMD 2021 - 2026 yang memuat Visi
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021 - 2026 :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan
Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi

Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut:

. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata

kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung
e-government yang terintegrasi.

Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu
pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui
pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan
yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim,

serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian
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pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi

kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan
akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan
kesetaraan gender.

Dengan adanya keterkaitan antara kebijakan pembangunan Kabupaten
Tebo dengan Provinsi Jambi maka dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2023
merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif
dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi
Jambi dengan mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun
2023.

Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar 1.8 :
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Gambar 1.8
Hubungan antar dokumen terhadap RKPD Tahun 2023

L amwcion B
sBrAL
. ‘

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (3) Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD), (4) Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan

Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja-PD).
1.4 . Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun
2023, disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dalam sistematika

sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,
sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten
Tebo Tahun 2023. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
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1.1. Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPIMD,
keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD,
Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam

penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan

beserta penjelasannya.
1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan

sasaran penyusunan dokumen RKPD
1.5 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, dimaksudkan untuk :

1. mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik
sektoral maupun kewilayahan, antar sektor, serta antar lembaga
pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga dapat
menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang
tersedia.

2. menjadi pedoman dalam Penyempurnaan Rencana Kerja (renja)
Perangkat Daerah Tahun 2023;

3. menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggran (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun
2023;

4. sebagai intrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RKPD

Kabupaten Tebo tahun 2023 ini, diantaranya:
1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar

tingkat pemerintahan;

3. Terwujudnya keselarasan dan  konsistensi antara  perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang: 1).Gambaran umum daerah yang meliputi;
aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, 2)
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan

Realisasi RPJMD; dan 3). Permasalahan Pembangunan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil
evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan

dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang
kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

dan permasalahan pembangunan.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang meliputi:
kondisi daerah tahun lalu (2020) dan perkiraan tahun berjalan (2021),
Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023, (2) Arah kebijakan
keuangan daerah, yang menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka
pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah
kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan

pembiayaan daerah.
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Bab ini juga memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan
ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah
Baik Arah kebijakan Ekonomi Nasional, Kebijakan Perekonomian Jambi, Kondisi
Perekonomian Kabupaten Tebo dan Arah kebijakan Ekonomi Daerah, yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPIMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan
nasional, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka
pendanaannya. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran
pembangunan serta prioritas dan Pembangunan meliputi Tujuan dan Sasaran
Pembangunan, Prioritas Pembangunan Tahun 2023, Kebijakan Pembangunan
Daerah dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasia | seta

Inovasi Program Pembangunan Tahun 2023.
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan
RKPD tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan
kepentingan masyarakat. Diuraikan tentang matrik Renja dari program dan
kegiatan PD tahun 2023, yang bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan bagi

masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah tahun 2023 sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja
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Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII PENUTUP

Mengemukakan RKPD tentang penjelasan singkat tentang kaidah
pelaksanaan yang telah ditempuh, dalam rangka mendorong partisipasi
masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPD serta sebagai

bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun yang direncananakan.
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BAB 11
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tebo meliputi beberapa
aspek yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, dapat

diuraikan sebagai berikut:

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Aspek Geografi

a. Letak Wilayah dan Luas Wilayah

Secara astronomis Kabupaten Tebo terletak antara 0° 52'32"- 01° 54’
50” LS dan 101° 48’ 57" - 102° 49’ 17” BT. Daerah ini beriklim tropis, dimana
84,96% daerahnya berada pada ketinggian <99 m dari permukaan laut.
Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Tebo memiliki batas-batas: sebelah
Utara berbatasan dengan Provinsi Riau; sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin; sebelah Barat berbatasan dengan
Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Bungo; dan sebelah Timur berbatasan

dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tebo merupakan satu di antara kabupaten di dalam wilayah
Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemerintah
Kabupaten Tebo terdiri dari 12 Kecamatan, 107 Desa dan 5 Kelurahan, untuk

lebih jelas rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2. 1.

Desa dan Kelurahan Perkecamatan
dalam Kabupaten Tebo Tahun 2021

No Kecamatan Desa Kelurahan
1. Tebo Ilir 10 1
2. Muara Tabir 8 -
3. Tebo Tengah 10 2
4, Sumay 12 -
5. Tengah Ilir 5 -
6. Rimbo Bujang 7 1
7. Rimbo Ulu 6 -
8. Rimbo Ilir 9 -
9. Tebo Ulu 16 1
10. VII Koto 10 -
11. Serai Serumpun 8 -
12. VII Koto Ilir 6 -
Jumlah 107 5

Sumber :BPS Kabupaten Tebo, 2022

Kabupaten Tebo memiliki luas wilayah 646.100 Ha (6.461 km2) atau
12,88 % dari luas Provinsi Jambi.  Wilayah kecamatan terluas adalah
Kecamatan Sumay yakni 1.268 Km2 atau 19,63% dari luas Kabupaten Tebo
dan yang wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Rimbo Ilir dengan luas
214.34 Km2 atau 3.32% dari luas Kabupaten Tebo seperti terlihat pada gambar

dan tabel di bawah ini:

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tebo

ADMINISTRASI KAB. TERO

N

Prov. SumBar

ek, M arcain

Kb Kerine!
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Tabel 2. 2.
Luas Wilayah Kabupaten Tebo
Menurut Kecamatan Tahun 2021

Luas

No Kecamatan Nama Ibu Kota Km?2 %

1 Tebo Ilir Sungai Bengkal 708,70 10,97
2 Muara Tabir Pintas Tuo 509,30 7,88
3 Tebo Tengah Muara Tebo 983,56 15,22
4 Sumay Teluk Singkawang 1.268,00 19,63
5 Tengah Ilir Mengupeh 221,44 3,43
6 Rimbo Bujang Wirotho Agung 406,92 6,30
7 Rimbo Ulu Suka Damai 295,74 4,58
8 Rimbo Ilir Karang Dadi 214,34 3.32
9 Tebo Ulu Pulau Temiang 410,30 6,35
10  VII Koto Sungai Abang 658,79 10,20
11 Serai Serumpun Sekutur Jaya 315,70 4,89
12 VII Koto Ilir Balai Rajo 468,21 7,25
Jumlah 6.461,00 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022

b.  Topografi

Kabupaten Tebo merupakan dataran rendah, sedikit berbukit dan rawa-
rawa dengan kemiringan bervariasi. Daerah rawa terdapat di sepanjang aliran
sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tabir dan Batang Sumay. Panjang
sungai yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam Kabupaten Tebo
adalah Sungai Batanghari 300 Km, Sungai Batang Tebo 29 Km, Sungai Batang
Tabir 52 Km, Sungai Batang Sumay 70 Km, Sungai Batang Langsisip 23 Km dan
Sungai Batang Jujuhan 7 Km.

Berdasarkan ketinggian Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi 3
bagian yaitu daerah dataran rendah dengan ketinggian <50 M di Kecamatan
Tebo Ilir, dataran rendah dengan ketinggian 50—-100 meter di Kecamatan Tebo
Tengah dan Rimbo Bujang. Daerah dataran tinggi dengan ketinggian sedang

diantara 100-1000 meter di Kecamatan Sumay.
c. Geologi, Jenis Tanah, Hidrologi dan Klimatologi

Struktur geologi wilayah Kabupaten Tebo relatif kompleks, meliputi
peristiwa tektonik dari karbon dan resen. Unsur struktur utama batuan adalah
lipatan termasuk belahan dan sesar. Batuan Pra Tersier memperlihatkan

pelipatan dan belahan berulang-ulang. Penempatan belahan dalam batuan Pra
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Tersier menunjukan pola komplek dimana corak umum sejarah tektonik
Kabupaten Tebo yaitu belahan utama mempunyai arah Timur-Barat dengan
kemiringan ke Utara dan Selatan menunjukan belahan tersebut telah berlipat
sekitar lipatan tegak yang berarah Timur-Barat. Formasi batuan di Kabupaten
Tebo secara stratigrafi dari berumur tua ke muda adalah Granit, Formasi
Gangsal, Formasi Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Gumai, Formasi Air
Benakat, Formasi Muara Enim, Formasi Kasai, Undak Sungai dan Alluvial. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3.
Kondisi Geologi Kabupaten Tebo

Formasi Geologi Luas (Ha) Formasi Geologi Luas (Ha)

Alluvium 78.346,26 Formasi Lakat 2.382,40
Anggota Atas 66.909,64 Formasi Muara Enim 110.001,02
Anggota Batu Gamping 11.963,27 Formasi Pengabuhan 2.602,46
Anggota Bawah 5.612,40 Formasi Talangakar 12.073,50
Anggota Bawah Formasi Telisa 5.319,00 Formasi Tualang 378,00
Diorit 212,68 Granit 7.266,55
Formasi Air Benakat 44.513,44 Granodiorit 12,46
Formasi Gangsal 27.097,72 Kipas Aluvium 90,23
Formasi Gumai 16.904,76 Lava 1,56
Formasi Kasai 162.909,28 g(')'gl‘z'M'“e”e Volcanic 228,75
Formasi Kelesa 150,12 Sedimen Jura 87,49
Formasi Lahat 7.888,65 Undifferentiated  Volcanic g a6 35

Breccia

Sumber : Profil Pembangunan Kabupaten Tebo, 2022

Wilayah Kabupaten Tebo mempunyai tanah yang berkualitas cukup baik
dalam jenis dan penyebarannya sehingga memungkinkan untuk pengembangan
usaha pertanian. Di daerah ini terdapat empat jenis tanah, yakni jenis Tanah
Podzolik merupakan yang terbesar yaitu 438.000 Ha (67,79%), selanjutnya
adalah Latosol 204.600 Ha (31,67%), Aluvial 2.200 Ha (0,34%) dan Organosol
1.300 Ha (0,20%). Dilihat dari jenis tanah Kabupaten Tebo memiliki jenis tanah
yang tidak terlalu bervariasi. Jenis tanah ini juga tidak sama di setiap
kecamatan, yang memiliki tiga jenis tanah hanya Kecamatan Tebo Ilir dan
Kecamatan Tebo Ulu, selebihnya memiliki paling banyak dua jenis tanah.
Kondisi demikian mempermudah perencanaan pengembangan kawasan
pertanian sesuai dengan jenis tanahnya seperti kawasan perkebunan dan

kawasan tanaman pangan.
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Jenis tanah latosol terdapat hampir di semua kecamatan, kecuali
Kecamatan Muara Tabir. Sedangkan jenis tanah Organosol tidak terdapat di
kecamatan Tengah Ilir, VII Koto Ilir, Serai Serumpun dan Muara Tabir. Jenis
tanah Alluvial terdapat di kecamatan Tebo Tengah, Sumay, Tebo Ulu, VII Koto,
Rimbo Bujang dan Rimbo Ilir dan VII Koto Ilir. Untuk penyebaran jenis tanah di
Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4.
Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tebo

No Kecamatan Jenis Tanah (Ha) Jumlah

PMK | Latosol | Alluvial | Organosol (Ha)
1 Tebo Tengah 80.789 3.537 13.747 283 98.356
2 Tebo Ilir 32.246 24.096 - 14.528 70.870
3 Sumay 56.566 49.991 6.722 13.521 126.800
4 Tebo Ulu 34.920 819 2.035 3.256 41.030
5 VII Koto 44.301 18.828 2.350 400 65.879
6 Rimbo Bujang 32.563 2.641 3.252 2.236 40.692
7 Rimbo Ilir 20.944 220 152 118 21.434
8 Rimbo Ulu 26.900 650 - 2.024 29.574
9 Tengah Ilir 12.456 9.688 - - 22.144
10 VII Koto Ilir 26.358 18.114 2.349 - 46.821
11 | Serai Serumpun | 18.981 12.589 - - 31.570
12 Muara Tabir 50.930 - - - 50.930
Jumlah 437.954 | 141.173 30.607 36.366 646.100

% Kabupaten 67,78 21,85 4,74 5,63 100

Sumber : DTPHKP Kab. Tebo, 2022

Iklim Kabupaten Tebo secara umum iklim tropis yang ditandai dengan
adanya dua musim yaitu musim penghujan yang berkisar antara bulan
September sampai bulan Mei dan musim kemarau antara bulan Juni sampai
Agustus, sedangkan rata-rata curah hujan tahunan adalah 2.634 mm per tahun
dengan rata-rata hari hujan 12,5 hari/tahun. Perbedaan temperatur antara
daerah terendah dan tertinggi berkisar antara 0°C-0,5°C dengan temperatur
rata-rata 27°C-28,5°C. Kelembaban udara di Kabupaten Tebo rata-rata tahunan
berkisar antara 85,2%-96,1% dengan kelembaban rata-rata 87,92%. Adapun
lamanya penyinaran matahari, umumnya dapat dipengaruhi oleh keadaan
cuaca, relief daerah dan waktu penyinaran serta pengaruh tumbuh-tumbuhan
pada suatu daerah. Sedangkan rata-rata penyinaran matahari tiap hari di
Kabupaten Tebo selama 9 tahun bervariasi antara 4,20 jam sampai dengan
6,56 jam.

_ BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
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d. Penggunaan Lahan

Kabupaten Tebo memiliki kawasan hutan sebesar 43,30% (279.785,95
Ha) dari total luas wilayah, dimana menurut fungsinya terdiri dari 5,14%
(33.219,80 Ha) Hutan Pelestarian Alam; 2,82% (18.251,46 Ha) adalah Hutan
Produksi Terbatas; 0,79% (5.093,13 Ha) digunakan untuk Hutan Lindung dan
34,55% (223.221,56 Ha) adalah Hutan Produksi. Penggunaan lahan terbesar
kedua adalah lahan perkebunan karet yaitu sebesar 114.147 Ha dari total luas
wilayah Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk penggunaan sawah hanya meliputi
areal seluas 10.522 Ha dari luas areal Kabupaten Tebo. Kemudian penggunaan
lahan terkecil adalah untuk permukiman dimana luasnya hanya 0,71% dari luas

Kabupaten Tebo.
e. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi alam Kabupaten Tebo yang sebagian besar wilayahnya terdiri
dari sungai-sungai besar dan sebagian lainnya berupa hutan dan perkebunan
menyebabkan Kabupaten Tebo termasuk dalam daerah rawan bencana
terutama bencana banjir dan kebakaran hutan atau lahan. Beberapa lokasi

rawan bencana di Kabupaten Tebo seperti dibawah ini :

1. Bencana banjir saat musim penghujan terjadi hampir di setiap tahun pada
kecamatan yang dilewati Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Kecamatan VII
Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Sumay, Tebo Tengah, Tengah Ilir, Tebo Ilir

dan Kecamatan Muara Tabir.

2. Hampir semua kecamatan diwilayah Kabupaten Tebo berpotensi terjadi
bencana kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan untuk

perkebunan kecuali Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir.

3. Kawasan rawan bencana tanah longsor dengan luas kurang lebih 36.305 Ha
meliputi kecamatan VII Koto, VII Koto Ilir, Sumay, Tebo Tengah, Serai

Serumpun dan Tengah Ilir.
2.1.2.Aspek Demografis

a. Jumlah dan Sebaran Penduduk
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Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang
dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan
sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980,
1990, 2000, 2010, dan 2020.

Dari tahun 2010 hingga tahun 2019 perhitungan jumlah penduduk
Kabuapten Tebo berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 yang diproyeksikan
berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2024, sementara untuk
tahun 2020 telah dilaksanakan kembali sensus Penduduk (SP 2020).

Jumlah penduduk Kabupaten Tebo tahun 2021 adalah sebanyak 340.868
jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 175.208 jiwa, dan jumlah penduduk
sebanyak 165.660. laki-laki

perempuan pada setiap wilayah kecamatan lebih banyak penduduk laki-laki

perempuan Proporsi  penduduk dibanding

dengan angka Sex Ratio (rasio jenis kelamin) sebesar 106 %. Sebaran jumlah

penduduk Kabupaten Tebo berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. 5.

Penduduk Kabupaten Tebo per kecamatan
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

JENIS KELAMIN
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL SEX RASIO
1 2 3 4 5=3+4 6
1 Tebo Ilir 14.550,0 13.975,0 28.525,0 104,0
2 Muara Tabir 8.917,0 8.320,0 17.237,0 107,0
3 Tebo Tengah 20.818,0 19.791,0 40.609,0 105,0
4 Sumay 11.375,0 10.398,0 21.773,0 109,0
5 Tengah Ilir 13.935,0 12.723,0 26.658,0 110,0
6 Rimbo Bujang 32.638,0 30.854,0 63.492,0 106,0
7 Rimbo Ulu 19.383,0 18.376,0 37.759,0 105,0
8 Rimbo Ilir 12.002,0 11.526,0 23.528,0 104,0
9 Tebo Ulu 16.742,0 16.345,0 33.087,0 102,0
10 VII Koto 10.349,0 9.744,0 20.093,0 106,0
11 Serai Serumpun 5.025,0 4.713,0 9.738,0 107,0
12 VII Koto Ilir 9.474,0 8.895,0 18.369,0 107,0
2021 175.208,0 | 165.660,0 340.868,0 106,0
2020 173.708,0 163.961,0 337.669,0 105,9
2019 182.614,0 171.871,0 354.485,0 106,3
2018 179.709,0 169.051,0 348.760,0 106,4
2017 176.800,0 166.203,0 343.003,0 106,4
2016 173.713,0 163.309,0 337.022,0 106,4

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, Tebo Dalam Angka 2022
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Jumlah penduduk Kabupaten Tebo berada di urutan kelima terbanyak di
Provinsi Jambi dengan laju pertumbuhan penduduk 0,74 %. Distribusi
penduduk terbanyak Kabupaten Tebo tahun 2021 terdapat di Kecamatan Rimbo
Bujang yaitu mencapai 18,62 % dari total jumlah penduduk, sementara
distribusi penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Serai Serumpun yaitu
sebesar 2,85%.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan
persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju
pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 tidak dibandingkan dengan laju
pertumbuhan penduduk tahun sebelumnya tetapi dibandingkan dengan tahun
terakhir sensus Penduduk yaitu pada tahun 2010, dikarenakan pada tahun 2020
dilakukan sensus Pendududk 2020. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten
Tebo dari tahun ke tahun dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 6.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tebo 2012-2021
TAHUN PENDUDUK (Jiwa) PERT‘;(';SU”AN

2012 312.175 208
2013 318.593 173
2014 324.919 1.99
2015 330.962 186
2016 337.022 183
2017 343.003 177
2018 348.760 1,68
2019 354.485 164
2020 337.669 123
2021 340.868 0,74

RATA-RATA 2.06

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022 (di olah)

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk
dan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Tebo menurut

Kecamatan dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 2. 7.

Tingkat Kepadatan Penduduk
Kabupaten Tebo Per Kecamatan 2021

NO KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (I;(UIJI\ZS) KEPADATAN (JIWA/KM2)
1 2 3 4 5
1 Tebo Ilir 28.525 708,7 40,25
2 Muara Tabir 17.237 509,3 33,84
3 Tebo Tengah 40.609 983,56 41,29
4 Sumay 21.773 1.268,00 17,17
5 Tengah Ilir 26.658 221,44 120,38
6 Rimbo Bujang 63.492 406,92 156,03
7 Rimbo Ulu 37.759 295,74 127,68
8 Rimbo Ilir 23.528 214,34 109,77
9 Tebo Ulu 33.087 410,3 80,64
10 VII Koto 20.093 658,79 30,5
11 Sefuer:1a|;un 9.738 315,7 30,85
12 VII Koto Ilir 18.369 468,21 39,23
Jumlah 340.868 6.461,00 52,76

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, Tebo Dalam Angka 2022

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan
Rimbo Bujang sebesar 155,03 jiwa/km2 sementara kecamatan dengan
kepadatan terendah adalah Kecamatan Sumay 17,17 jiwa/km2. Tingkat
kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Tebo adalah 52,76 jiwa/Kmz2.
Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo termasuk dalam kategori

kepadatan penduduk rendah yakni kurang dari 150 jiwa per Km2.
b.  Struktur Usia Penduduk

Struktur usia penduduk menunjukkan sebaran penduduk berdasarkan
kelompok usia yang secara garis besar terbagi ke dalam tiga kelompok usia,
yaitu usia belum produktif, usia produktif dan usia tidak produktif (usia lanjut).
Menurut Badan Pusat Statistik kelompok usia belum produktif adalah penduduk
dalam usia muda yang berumur 0-14 tahun. Kelompok usia produktif yaitu
penduduk berusia 15-64 tahun, sedangkan jumlah penduduk yang termasuk
kelompok usia kurang atau tidak produktif adalah penduduk yang berusia 65

tahun ke atas.
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Pada tahun 2021 kelompok usia belum produktif mencapai 89.095 jiwa
atau 26,14 %. Kelompok penduduk usia kerja mencapai 236.514 jiwa atau
69,39 %, sedangkan jumlah penduduk yang termasuk kelompok usia kurang
atau tidak produktif mencapai 15.259 jiwa atau 4,48%. Kelompok umur
penduduk seperti ini terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 8.

Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo Berdasarkan
Kelompok UsiaTahun 2015-2021

Tahun
KELOMPOK USIA
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 — 14 Tahun 96.727 97.083 97.338 97.504 97.586 89.231 89.095
15 - 64 Tahun 221.704 | 226.739 | 231.724 | 236.500 241.228 234.202 236.514
65 + Tahun 12.531 13.200 13.941 10.476 15.671 14.236 15.259
Jumlah 330.962 | 323.822 | 343.003 | 344.480 354.485 337.669 340.868

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, Tebo Dalam Angka 2022

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi difokuskan
pada analisis terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah,
ketimpangan pendapatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat inflasi dan

indikator-indikator kemiskinan.
a. Struktur Perekonomian Daerah.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu
daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas
dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB

atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut

_ BAB I GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH | - 10



et PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEBO

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu

sebagai dasar.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)
digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi dari tahun ke tahun.
PDRB ADHB di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 2. 9.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

(PDRB ADHB) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan Rupiah)

NO | LAPANGAN USAHA 2017 2018 2019 2020 2021

1 | Pertanian, Kehutanan, | ¢ oe3615 40 | 6.799.132,10 | 7.178.167,30 | 7.675.010,60 | 9.126.769,90
dan Perikanan

p | Petambangan dan | 41755380 | 1061.568,30 | 982.691,70 577.013,70 845.620,30
Penggalian
Industri Pengolahan 776.736,10 815.609,70 857.021,50 915.004,10 | 1.020.339,70

4 giggadaa” Listrik dan | 44 167,30 11.629,60 12.319,90 12.923,40 14.037,40
Pengadaan Air,

5 | Pengelolaan Sampah, | g a6 5 5.621,50 6.283,10 6.911,80 6.991,40
Limbah dan Daur
Ulang

6 | Konstruksi 904.881,50 | 1.023.011,30 | 1.121.335,70 | 1.066.666,20 | 1.130.414,20
Perdagangan  Besar

7 | dan Eceran; Reparasi | 3,4 2608 | 1.458.264,20 | 1.564.109,50 | 1.560.581,60 | 1.748.980,80
Mobil dan Sepeda
Motor

g | Iransportasi dan | 180.527,60 197.484,30 212.101,30 193.907,00 214.530,20
Pergudangan
Penyediaan

9 | Akomodasi dan | 47.660,00 52.286,60 56.397,40 51.813,60 55.281,30
Makan Minum

10 | Informasi dan | 502.372,10 552.308,00 594.735,80 645.465,60 665.113,30
Komunikasi

11 i\ifjaran'gf“anga” dan | 19126560 | 194.06470 | 202.89580 | 206.983,90 | 226.268,40

12 | Real Estate 253.418,60 273.485,20 298.292,10 306.445,80 317.841,10

13| Jasa Perusahaan 8.230,50 8.675,50 9.086,10 8.855,20 9.352,50
Administrasi

14 | Pemerintahan, 621.478,40 678.260,30 739.794,50 750.175,50 762.907,10
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

15 | Jasa Pendidikan 306.118,40 335.278,30 361.040,40 377.535,40 392.386,80

16 | Jasa Kesehatan dan | 5, 4194 135.548,40 150.278,50 163.855,90 181.720,70
Kegiatan Sosial

17 | Jasa lainnya 220.116,80 236.840,40 246.534,60 239.786,10 241.825,20

PDRB ADHB 12.981.953,60 | 13.839.068,50 | 14.593.085,20 | 14.758.935,00 | 16.960.380,40

Sumber :BPS Kabupaten Tebo, Tebo Dalam Angka 2022

Dengan memperhatikan realisasi PDRB atas dasar harga berlaku maka
dapat diketahui struktur ekonomi Kabupaten Tebo berdasarkan nilai kontribusi
masing-masing sektor lapangan usaha selama Tahun 2017-2021 sebagaimana
Tabel berikut:

IM-11
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Tabel 2. 10.

Kontribusi Sektor terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 ( dalam persen)

NO LAPANGAN USAHA 2017 2018 2019 2020 2021

i | Pertanian,  Kehutanan, dan | g, 49,13 49,19 52 53,81
Perikanan

2 Pertambangan dan Penggalian 7,07 7,67 6,73 3,91 4,99

3 Industri Pengolahan 5,98 5,89 5,87 6,2 6,02

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan

> Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04

6 Konstruksi 6,97 7,39 7,68 7,23 6,67
Perdagangan Besar dan Eceran;

’ Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,24 10,54 10,72 10,57 10,31

8 Transportasi dan Pergudangan 1,39 1,43 1,45 1,31 1,26
Penyediaan = Akomodasi  dan

9 Makan Minum 0,37 0,38 0,39 0,35 0,33

10 | Informasi dan Komunikasi 3,87 3,99 4,08 4,37 3,92

11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 1,47 14 1,39 14 1,33

12 | Real Estate 1,95 1,98 2,04 2,08 1,87

13 | Jasa Perusahaan 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Administrasi Pemerintahan,

14 | Pertahanan dan Jaminan Sosial 4,79 49 5,07 5,08 4,5
Wajib

15 | Jasa Pendidikan 2,36 2,42 2,47 2,56 2,31

16 Jsiss?al Kesehatan dan Kegiatan 0,94 0,98 1,03 1,11 1,07

17 Jasa lainnya 1,7 1,71 1,69 1,62 1,43

PDRB ADHB 100 100 100 100 100

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022

Berdasarkan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku
menurut lapangan usaha menunjukkan peranan dan perubahan struktur
ekonomi dari tahun ke tahun. Distribusi persentase dari masing-masing sektor
terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku seperti dikemukakan di atas
berpengaruh langsung terhadap struktur ekonomi Kabupaten Tebo. Dari tahun
2017 hingga tahun 2021, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih
memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Tebo.
Pada tahun 2021 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi
sebesar 53,81 % diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil
dan sepeda motor sebesar 10,31 %, sektor konstruksi sebesar 6,67 % dan
industri pengolahan 6,02 %. Sektor yang paling kecil memberikan kontribusi
adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang vyaitu
sebesar 0,04%.

b. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan produksi seluruh

barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi
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menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah
perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di
wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan
menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan

pendapatan dan daya beli masyarakat.

Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun
tersebut atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun
tertentu sebagai tahun dasar yang biasa disebut dengan harga konstan.
Perhitungan nilai PDRB dengan harga berlaku disebut dengan nilai PDRB
nominal, sedangkan perhitungan PDRB dengan harga konstan disebut dengan
nilai PDRB Rill. Nilai PDRB rill menghilangkan efek kenaikan harga (inflasi)
sehingga benar-benar mencerminkan kenaikan produksi seluruh barang dan
jasa yang tingkat kenaikannya disebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi

daerah.

PDRB ADHK di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 2. 11.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2010
(PDRB ADHK) Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan Rupiah)
LAPANGAN
NO USAHA 2017 2018 2019 2020 2021
Pertanian,

1 Kehutanan, dan | 4.718.018,40 4.964.878,40 5.190.079,40 5.313.376,10 5.513.376,00
Perikanan
Pertambangan
dan Penggalian
Industri
Pengolahan
Pengadaan Listrik
dan Gas
Pengadaan  Air,
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

6 Konstruksi 668.475,30 717.474,50 768.785,30 714.893,50 746.913,20
Perdagangan
Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi  dan
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893.637,30 915.340,60 931.428,10 861.033,50 928.345,90

589.417,40 612.798,00 642.717,00 637.333,40 663.328,00

5.884,50 6.045,70 6.271,50 6.546,00 6.993,90

3.869,90 4.107,50 4.345,70 4.525,20 4.770,20

769.263,80 807.057,30 855.851,50 829.848,10 881.850,30

133.978,60 144.297,20 154.075,30 145.773,10 158.969,60

34.478,70 37.343,60 39.985,30 37.394,30 39.419,20




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEBO

LAPANGAN
NO USAHA 2017 2018 2019 2020 2021
Makan Minum
10 | Informasi —dan | 540 455 59 368.758,60 391.990,40 426.407,10 443.869,10
Komunikasi
Jasa Keuangan
11 dan Asuransi 128.534,50 127.305,50 129.574,30 132.380,70 137.494,30
12 | Real Estate 171.637,50 179.189,20 190.546,20 191.784,70 193.932,70
13 | Jasa Perusahaan 5.491,10 5.643,50 5.776,00 5.501,10 5.697,10
Administrasi
Pemerintahan,
14 | Pertahanan dan 299.811,20 314.172,20 329.653,70 321.577,10 327.009,90
Jaminan Sosial
Wajib
15 | Jasa Pendidikan 206.287,10 216.613,50 228.072,80 236.693,90 242.847,90
Jasa  Kesehatan
16 | dan Kegiatan 86.500,80 91.467,90 98.219,30 104.328,60 114.126,30
Sosial
17 | Jasa lainnya 178.839,30 187.114,20 193.606,20 187.178,50 188.549,20
PDRB ADHK 9.239.247,90 | 9.699.607,30 | 10.160.978,10 | 10.156.575,00 | 10.597.493,20

Sumber :BPS Kabupaten Tebo, Tebo Dalam Angka 2022

Berdasarkan nilai PDRB atas harga konstan diatas dapat diketahui
tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo pada masing-masing sektor
sebagai berikut:

Tabel 2. 12,

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2017 — 2021 (dalam Persen)

TAHUN
NO | LAPANGAN USAHA
2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,98 5,23 4,54 2,38 3,73
2 Pertambangan dan Penggalian 5,35 2,43 1,76 -7,56 7,79
3 Industri Pengolahan 3,72 3,97 4,88 -0,84 3,96
4 Pengadaan Listrik dan Gas 1,54 2,74 3,74 4,38 5,62
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
5 4,5 6,14 5,8 4,13 7,52
Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 6,37 7,33 7,15 -7,01 5,26
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
7 7,02 4,91 6,05 -3,04 5,79
Mobil dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 6,52 7,7 6,78 -5,39 9,05
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,27 8,31 7,07 -6,48 5,42
10 | Informasi dan Komunikasi 5,84 6,85 6,3 8,78 4,1
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 2,73 -0,96 1,78 2,17 3,8
12 | Real Estate 4,02 4,4 6,34 0,65 1,12
13 | Jasa Perusahaan 2,57 2,78 2,35 -4,76 3,56
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 1,59 4,79 4,93 -2,45 1,69
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TAHUN
2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021

NO | LAPANGAN USAHA

dan Jaminan Sosial Wajib

15 | Jasa Pendidikan 4,25 5,01 5,29 3,78 2,6
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,69 5,74 7,38 6,22 8,38
17 | Jasa lainnya 4,06 4,63 3,47 -3,32 0,73
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,58 4,98 4,76 -0,04 4,32

Sumber: BPS Kab Tebo, Tebo Dalam Angka, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2021 melaju menjadi
4,32 persen. Dari sisi lapangan usaha, di tahun 2020 dari 17 Lapangan Usaha
hanya 8 lapangan usaha yang tumbuh positif sementara 9 lainnya terkontraksi /
tumbuh negative. Sedangkan pada tahun 2021, seluruh lapangan usaha
menunjukkan pertumbuhan yang positif. Struktur ekonomi Kabupaten Tebo
Tahun 2021 masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang
memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 53,81 persen.
Sektor ini tumbuh sebesar 3,73 persen, yang mana sektor Perkebunan
merupakan penopang utama tumbuhnya sektor ini dari sisi kontribusi dan laju
pertumbuhannya. Kategori (sektor) Transportasi dan Pergudangan menempati
pertumbuhan tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 9.05 persen. Sektor
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menempati pertumbuhan tertinggi kedua
dengan laju pertumbuhan sebesar 8,38 persen. Sektor dengan pertumbuhan
terendah dialami oleh sektor Jasa Lainnya dan dan Real Estate yang masing-

masing mengalami pertumbuhan sebesar 0,73 dan 1,12 persen.

Tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023 ini adalah memacu
kegiatan dinas/PD untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong
peran pelaku wusaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan

menggerakkan sektor produktif.
c. PDRB per Kapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang
diperoleh  setiap penduduk secara rata-rata. Nilai pendapatan perkapita

didapatkan dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per
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periode tertentu. Angka pendapatan perkapita digunakan sebagai salah
satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Data PDRB perkapita
Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 13.
PDRB Perkapita Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021
Uaian| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021

PDRB (juta rupiah)
ADHB | 12.981.953,60 | 13.839.068,50 | 14.593.085,20 | 14.758.935,00 | 16.960.380,40
ADHK | 9.239.247,90 | 9.699.607,30 | 10.160.978,10 | 10.156.575,00 | 10.597.493,20
PDRB per Kapita per Tahun (juta rupiah)
ADHB 37,88 39,8 41,16 43,71 49,76

ADHK 26,93 27,82 28,66 30,08 31,09
Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022, data di olah

d. Inflasi

Inflasi menurut Bank Indonesia adalah meningkatnya harga secara
umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan
oleh berbagai faktor. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan
dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus
menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Dampak dari inflasi ini salah
satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa
tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena berkurangnya kemampuan

untuk mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Menurut BPS, Inflasi yaitu Kenaikan harga barang dan jasa secara umum
dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau
turunnya daya jual mata uang suatu negara. Inflasi didapat dari perubahan
IHK, Indeks Harga konsumen (IHK) Ialah suatu indeks, yang menghitung rata-
rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan
jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu

tertentu.

Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai
Desember 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun
dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK
(2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan,
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klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket
komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei
Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai

salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

Gambaran inflasi Kabupaten Tebo mengacu kepada inflasi Kabupaten
Bungo dikarenakan Kabupaten Tebo belum dijadikan titik acuan penentuan
inflasi oleh BPS.
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Tabel 2. 14.
Laju Inflasi Kabupaten TeboTahun 2017-2021

No Tahun Tingkat Inflasi (%)
1 2017 2,46
2 2018 3,02
3 2019 2,61
4 2020 2,32
5 2021 1,42

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Pada Desember 2021, Kota Muara Bungo inflasi sebesar 0,45 persen.
Laju inflasi tahun kalender dan inflasi year on year yang terjadi pada Bulan
Desember adalah sebesar 1,42 persen. Inflasi tahun 2021 tergolong inflasi
ringan karena kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun dan
merupakan inflasi terendah dalam periode 6 tahun terakhir. Tabel diatas
menunjukkan laju inflasi selama tahun 2016-2021 tertinggi terjadi pada tahun

2016 yang mencapai 3,11%.

Inflasi daerah dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah
terhadap harga bahan-bahan pokok. Inflasi di Kota Muara Bungo terjadi karena
adanya kenaikan indeks harga pada 7 (tujuh) kelompok pengeluaran akibat
adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen. Penyumbang inflasi terbesar
bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,78

persen (yoy) dan andil 0,84 persen.

Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi
kota Muara Bungo pada Desember tahun 2021 adalah Komoditas utama yang
memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Muara Bungo adalah minyak
goreng, telur ayam ras, angkutan udara, kontrak rumah, daging ayam ras,
bawang merah, cabai rawit, jengkol, ayam hidup dan ikan nila. Sedangkan
komoditas dominan penyumbang inflasi di Kota Muara Bungo selama tahun
2021 adalah minyak goreng, rokok putih, angkutan udara, besi beton, ikan nila,

dan daging ayam ras.
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e. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Gambaran

kemiskinan di Kabupaten Tebo tersaji pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 15.

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis
Kemiskinan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021

) TAHUN
No. Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Penduduk
1| ickin (%) 6,79 6,58 6,47 6,26 6,68
2 IJ\,Iug‘k';h Penduduk | -5 194 22.856 22.830 22.470 23.770
3 | Gars  Kemiskinan | 5. co8 00 | 379.390,00 | 404.473,00 | 453.523,00 | 448.481,00
(Rp/Kapita/Bulan)

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama
periode tahun 2017 hingga tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo
cenderung menurun. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah
penduduk miskin sebanyak 1.300 jiwa yang merupakan dampak dari kontraksi

ekonomi selama pandemi Covid-19.

Nilai garis kemiskinan terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun
2020. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya kenaikan harga komoditas
yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Namun pada tahun 2021 Garis
kemiskinan menurun senilai 5.042 Rupiah perkapita perbulan dari sebesar Rp.
453.523 perkapita perbulan pada tahun 2020 menjadi Rp. 448.481 perkapita
perbulan pada tahun 2021.

f.  Ketimpangan dan Indeks Gini Rasio

Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0
dan 1. Semakin tinggi nilai koefisien gini menunjukkan ketidakmerataan
pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai koefisien gini mendekati satu maka

terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin
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kecil atau mendekati nilai 0 suatu koefisien gini maka semakin merata distribusi
pendapatannya. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana
semua nilai sama. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling
tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil.
Data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio adalah jumlah rumah
tangga atau penduduk serta rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah
tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Klasifikasi Nilai Gini Ratio

dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2. 16.
Klasifikasi Nilai Gini Ratio

1. G<0,3 Ketimpangan rendah
2. 03<G<=<0,5 Ketimpangan sedang
3. G>0,5 Ketimpangan tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2022

Koefisien Gini Kabupaten Tebo dan klasifikasinya dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2. 17.
Indeks Koefisien Gini Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021

Gini Rasio
Wilayah Tahun

2017 2018 2019 2020 2021
Tebo 0,27 0,31 0,28 0,297 0,295
Provinsi Jambi 0,335 0,28 0,321 0,32 0,315

Kategori

Tebo Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah
Provinsi Jambi Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2022

Indeks koefisien gini Kabupaten Tebo dari tahun 2017 sampai dengan
tahun 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 0,270, Pada tahun
2018 naik kembali pada menjadi 0,310 dan mengalami penurunan pada tahun
2019 menjadi 0,280 , sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,295.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat menciptakan struktur masyarakat yang
seimbang dan teratur dengan memberikan kesempatan kepada semua

masyarakat dalam membangun suatu kehidupan yang layak. Dalam rangka
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mewujudkan kesejahteraan, pemerintah harus meningkatkan pelayanan dasar
terutama sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ketenagakerjaan

untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah
murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang
pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan

dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak

usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar penduduk
usia sekolah dapat mengakses fasilitas pendidikan yang ada. Tetapi kenaikan
APS tidak dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan jumlah murid karena
bisa saja kenaikan APS tersebut dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah
penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya
infrastruktur sekolah. Perkembangan APS di Kabupaten Tebo dijabarkan dalam

tabel berikut:

Tabel 2. 18.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021

KELOMPOK UMUR SEKOLAH
TAHUN 7-12 13-15 16-18 19-24
Tahun Tahun Tahun Tahun
2017 99,14 93,6 61,63
2018 99,68 94,39 69,18 17
2019 99,6 94,27 69,2
2020 99,59 93,79 -
2021 99,57 94,01 70,51

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022

Perkembangan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tebo dalam kurun
waktu tahun 2017 hingga 2021 cenderung berfluktuatif. APS umur 7-12 tahun
pada tahun 2021 mencapai 99,57%, APS kelompok umur 13-15 tahun 94,01%.
APS kel